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ABSTRARK

[ewasa ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Hal ini
disehabkan karcna semakin tingginva tingkat kebutuhan ekonomi, perkembangan ipick
serta perpaulan di lingkungan masyarakal yang semakin tak terkentrol sehingga membuat
pala sikap dan perbuatan anak-anak cenderung kearah yang negatif. Salah satu bemiuk
vang terjadi akibat faktor tersebut adalah pabungan tindak pidana vang dilakukan oleh
anak. dimana =i anak tidak saja melanggar satu perbuatan pidana tapi melzkukan dua
perbuatan  sekaligus. Dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Anak ditegaskan  babwa
penjatuhan pidana terhadap anak vang melakukan tindak pidana harus mempertimbanghkan
scgpla aspek yang terhaik bagi kelangsungan hidup si anak di kemudian hari. Hal ini jelas
herbeda dengan apa vang diatur dalam KUHP tentang Gabungan Tindak pidana ity sendir,
dimans hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ini diperberat sepertiga
dari gncaman hukuman vang dijatuhkan, Selain itu KUNP tidak memberikan perhodann
terhadap siapa saja yang melakukannyu termasuk anek yang belum dewasa. Untuk itw,
dalam menjalubkan putusan vang mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa Hakim perlu mempertimbangkan putusan secara arif dan bijaksana
terhadap ateren mana vang akan dipakainya. Untuk i, penulis merasa terank membuat
suatu kana ilmiah ini. Mengenai pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap
anak yung melakukan gebungan tindsk pidana (Samenloop) ini dapat dirimuskan beberapa
permasalahan diantaranya : a). apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalum
penjatuban pidana terhadap anak vang melakukan gabungan tindak pidana (Samenloop).
b). apa vang menjadi kendala bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap
anak yang melakukan gabungan tindak pidana (Semenloop) serta analisa knsos terhadap
kasus yang ditemui. Dalam penulisan ini, metode yang digunaken adalah pendekatan
bersifat vuridis sosiologis vaitu pemhahasan yang dititik heratkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana implementas dalam praktek di
lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif dan di paparkan sccara deskriptif,
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang diamhil aleh
Hakim dalsm menjatubkan potusan pidana terhadap anak yang melakukan gabungan
tindak pidana {Samenloop) dibagi atas dua kelompok, ywitu perimbangan yang bersifat
vuridis seperti © dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,
pasal-pasal peraturan hukum pidana, barmng bukti yang diperhhatkan di persidangan, hal-
hal vang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Sedangkan pertimbangan yang
bersifut nonyuridis antara lain: laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, latar
belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kendisi diri terdakwa,
pertimbangan masa depan atau kelangsungan pendidikan anak. Kendala yang ditemui oleh
Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap snak vang melakuken gabungan
tindak pidana (Samendoop) antara lain; kendala teknis dan kendela yuridis.



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian generasi muda dan juga peneras cita-cita perjuangan
hangse dan negara vang akan menjadi sumber daya manusia bagi pembangunan
nasional, aleh karena e untuk mewajudkan sumber dava manusia vang berkualitas
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar MNegara Republik Indonesia Tahun
1945 diperlukan pemhbinaan dan bimbingan khusus terhadap anak agar dapad
berkembang luas secara fisik, mental dan spritual. TW Indonesia dikenal beberapa
peraturan perundanp-undangan yang didalemnya lerdepat adanya penentuan kapan
seseoreny dapat dikatcgorikan schagai anak.

Sistemn hukum kita menganut adanya plucalisme mengenai kriteria anak, i
skibat dan banyaknya peraturin [mrﬁndung-undarlgan yang mengatur seeara tersendin
tentang kriteria apak. Pasal 330 KUHPerdata mencntukan batas usia anak adalah
seseorang yang herusia dibawah 21 fahun atau belum pernah Kawin sebelumnya.
[3alam pasal | ayvat (1) Undang-undang Momor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak
menvatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai
umur | # (delapan belas ) tahun dan belum perneh kawin, Sementara ito dalam Lindang-
Undeng Perkawinan No 1 tahun 1974, dalam pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa
seprang pria boleh diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilar belas)
tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) whun.

Lntuk menjadikan anak sebagai sumber daya manusia bagl pembangunan

nasional diperlukan perlindungan hukum dari segala kemunpkinan yang akan



membahavakan mereka dan bangsa di masa depan. Salah san cara, dengan melakukan
pembinaan  kepada  gencrasi muda untuk  mempersiapkan generasi muds  vang
dinamis, terampil dan hernanggung jawab,’

Mausalah kenakalan anzk tetap menjadi persoalan aktual hampir semua negara
didunia szat ind, termasuk di Indomesia. Meningkamya kenakalan anak terhadap
tindakan kriminal  menderong  kita  untek  memberikan perhatian akan
penanggulangannya, khususnva dibidang  hukum  pidana, Kenakalan anak yvang
mengurah kepada tindakan kriminal salah satmya adalsh gabungan tindak pidana
(vamentoop)  yang  dilakukan oleh anak baik  secars  hersama-sama maupun
perseoranpan, Yang dimaksud dengan gabungan tindak pidana fsamenfoop) adalah
heberapa perbuatan vang dilakukan olch scscorang vang mana antara perbuatan ying
pertama dengan perbustan yang kedua dilakukan secara berurutan dalam wakiu yang
hamper bersamasn dan belum adanya putusan Hakim vane mempunyai kekuatan
hukum tetap diantaranya.

Menpingat bal tersebut, dalam menerapken sanksi pidana atau tindaken
terhadap anak nakel divsahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya, Jiks
memang perlo, tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi
pertumbuhan dan perkembangan anak sshingga tujuan dari pemidanaan anak it sendin
tidak hanve sebagai pembalasan, tapi juga mencepah ager anak tidak melakukan

perbunstan yang sama dan melskukan pembinaan kepada anak melalui pendidikan,

Y Apung Wohyono don St Rohaye. Tinfavoe Vemtang Meradilan Angk i Indoresia. Sinar Cralika,
Jukara, 593 hal. 23



BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dyari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan atas hasil penelitian vang penulis lakukan sebagai berikut :
|. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak vang
melakukan gabungan tindak pidana (Samenioon) secara paris besar dapat dibagi
atas 2, vaim :

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, vaito: dakwaan jaksa penuntut umum,
keteeangan terdakwa, keteranpan saksi, pasal-pasal peraturan hukum pidana,
harang hukti vanp diperlihatkan di persidanpan, hal-hal vang meringankan
dan hal-hal yang memberatkan.

h. Pertimbangan yang bersifat Monyeeidis, vaitu: laporan hasil penelitian
pembimbing  kemasyarakatan, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat
perhuatan terdakwa, kondisi din terdskwa (Keadaan pribadi dan keadaan

batin), pertimbangan masa depan atae kelangsungan pendidikan anak.

2. Kendala-kendala vang ditemui oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
terhadap anak vang melakukan gahungan tindak pidana (Samerfoop) dapar dibagi
atas 2 kelompaok, yaitu ;

a. Kendala vang bersifat vuridis, wvaitu : Tidak adanya aturan hukum yang mengatur
secara khusus anak sebapai pelaku gebungan tindak pidana, pada wakto

dihadapkan didepan sidang penpadilan anak, terdakwa dalam memberikan

%]
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